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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
       Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa peran 
Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan sengketa sertipikat ganda 
(overlapping) hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian Hukum di 
wilayah Kota Ambon dibagi menjadi jalur non litigasi dan jalur litigasi. 
Kantor  Pertanahan Kota Ambon telah menangani 3 (tiga) kasus pertanahan 
yang terdiri dari 1 (satu) sertipikat ganda hak milik atas tanah yang berada di 
kecamatan sirimau pada tahun 2016 melalui jalur  litigasi dan 2 (dua) 
sertipikat  hak milik atas tanah yang bersertipikat overlapping berada di 
kecamatan sirimau pada tahun 2014 melalui jalur non litigasi dan di 
kecamatan baguala pada tahun 2017 melalui jalur litigasi. 
Sertipikat ganda (overlapping) hak milik atas tanah dapat di pengaruhi 
oleh faktor ekternal dan internal. Faktor  eksternal yaitu kesalahan pemilik 
tanah itu sendiri yang tidak memanfaatkan tanahnya dengan baik sehingga 
patok tanah menjadi hilang, adapun juga karena bencana alam, selain itu juga 
adapun faktor kerusuhan yang terjadi di Ambon dari tahun 1999-2004 yang 
menyebabkan kebakaran dimana-mana dan kebakaran juga terjadi di Kantor 
Pertanahan itu  sendiri sehingga pada saat itu berkas-berkas pun terbakar atau 
menjadi lenyap. Faktor internal yaitu kesalahan pihak Kantor Pertanahan 
karena system pada waktu itu belum sangat mendukung (masih manual) hal 
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ini yang menyebabkan data yang tidak tersimpan dengan baik dan tidak valid 
dan untuk wilayah bersangkutan belum tersedia peta tanah. 
 
B. Saran 
       Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan di lapangan maka 
penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :  
1. Kantor Pertanahan harusnya memeriksa kembali data-data yang masih 
ada di Kantor Pertanahan. Jika ada kesalahan dari data tersebut maka 
Kantor Pertanahan perlu melakukan sosialisasi kepada warga 
masyarakat di wilayah Kota Ambon. 
2. Bagi masyarakat yang kehilangan sertipikat dikarenakan faktor 
kerusuhan harus melaporkan kepada Kantor Pertanahan di sertakan 
dengan bukti-bukti agar mendukung untuk kepemilikan tanahnya yang 
tidak memiliki sertipikat. 
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